
adalah masalah lintas sektoral tidak hanya bisa ditangani satu sektor 

saja.Kurangnya koordinasi antara Dinas/Instansi dalam pengawasan 

pengelolaan lingkungan menyebabkan ketidak terpaduan 

kebijakan.Koordinasi yang ada sekarang bersifat reaktif bila ada 

pengaduan pencemaran dari masyarakat maka Dinas/Instansi terkait 

diundang untuk membahas dan memecahkan masalah.Pengawasan rutin 

dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing 

Dinas/Instansi. 

f. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap bahwa kewajiban untuk 

mengimplementasikan Amdal masih merupakan beban yang 

memberatkan dari segi biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan 

keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan terutama mekanisme Amdal dalam Izin Usaha Industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 



 

A. KESIMPULAN 

     Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka diperoleh suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Analisis mengenai dampak lingkungan dalam pemberian Izin Usaha 

Industri sangat penting. Amdal merupakan salah satu cara pengendalian 

lingkungan dan  merupakan pertimbangan lingkungan dalam proses 

perencanaan, pembuatan program dan pengambilan keputusan. Pasal 22 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau 

Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki Amdal.Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan 

UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan 

penerbitkan Izin Lingkungan. Secara fundamental peran dari Amdal 

adalah sebagai syarat bagi terbitnya Izin Lingkungan, tanpa adanya 

kelayakan Amdal maka Izin Lingkungan tidak akan terbit. 

2. Beberapa sebabbanyak industri yang beroperasi tanpa adanya dokumen 

Amdal yaitu: 

a. Penegakan hukum Amdal yang tidak tegas 

b. Kesadaran hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat masih rendah 

c. Minimnya Komisi Amdal yang berkualitas dan berwibawa. Jika terjadi 

penyimpangan, badan pemerintah tersebut harus dapat menegur dan 

apabila perlu memerintahkan untuk membongkar bagian proyek yang 

 

 



tidak sesuai atau bahkan memerintahkan untuk menghentikan proyek 

tersebut. 

d. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan 

terutama Amdal belum lengkap 

e. Tidak adanya pemantauan, baik pada tahap pelaksanaan maupun pada 

tahap operasional proyek. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap 

bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan Amdal masih 

merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pihak 

pengusaha belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan terutama mekanisme Amdal 

dalam Izin Usaha Industri. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan pelaksanaan Amdal supaya 

dapat menjadi bahan pertimbangan yang tepat bagi pengambilan keputusan 

pemberian Izin Usaha Industri adalah sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum Amdal yang tegas sesuai dengan Undang Undang yang 

berlaku, dengan memperhatikan kepentingan perlindungan dan 

pengelolaan terhadap lingkungan. 

2. Menumbuhkan pengertian di kalangan para perencana dan pemrakarsa 

proyek bahwa Amdal bukanlah alat untuk menghambat pembangunan, 

melainkan sebaliknya, Amdal adalah alat untuk menyempurnakan 

perencanaan pembangunan.  

 

 



3. Persyaratan proyek yang tertera dalam laporan Amdal yang telah disetujui 

harus menjadi bagian integral izin pelaksanaan proyek dan mempunyai 

kekuatan yang sama seperti apa yang termuat dalam rancangan rekayasa 

yang telah disetujui oleh badan yang bersangkutan.  

4. Adanya komisi Amdal yang berkualitas dan berwibawa. Badan pemerintah 

tersebut haruslah mempunyai wewenang untuk mengatasi bahwa yang 

direkomendasikan dalam laporan Amdal dan telah menjadi salah satu 

dasar pemberian izin, benar-benar digunakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Jika terjadi penyimpangan, badan 

pemerintah tersebut harus dapat menegur dan apabila perlu 

memerintahkan untuk membongkar bagian proyek yang tidak sesuai atau 

bahkan memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut. Dalam 

kaitan ini pemantauan pelaksanaan proyek merupakan bagian penting 

dalam tindak lanjut Amdal. 

5. Menyiapkan peraturan pelaksanaan sehingga penegakan hukum bisa 

maksimal. Perlu disiapkan juga suatu sistem dan mekanisme proses 

pelaksanaan penegakan AMDAL agar lebih efisien, terencana dan 

transparan. 
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